DAFTAR PUSAKA

Buku

Achmad Ali. 2010. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori
Peradilan  (Judicialprudence) Termasuk  Undang-Undang
(Legisprudence) Volume | Pemahaman Awal. Kencana Prenada
Media Grup: Jakarta.

Adrian Sutedi. 2007. Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang,
Likuidasi, dan Kepailitan. Sinar Grafika: Jakarta.

Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba. 2022. Hukum Perusahaan.
Bentuk-Bentuk Perusahaan. Kencana: Jakarta.

C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil. Hukum Perusahaan Indonesia
(Aspek Hukum Dalam Ekonomi), Bagian 1. PT. Pradnya Paramita:
Jakarta.

Chainur Arrasjid. 2018. Hukum Pidana Perbankan. Sinar Grafika: Jakarta.

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. 2012. Hukum Perbankan. Sinar
Grafika: Jakarta.

Eddhie Praptono dan Soesi Idayanti. 2020. Hukum Perusahaan. Penerbit
Tanah Air Beta: Yogyakarta.

Elmarianti Saalino. 2021. Hukum Perbankan. Pustaka Aksara: Surabaya.

H. M. N. Purwosutjipto. 1981. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia,
Pengetahuan Dasar Hukum Dagang. Djambatan: Jakarta.

Harjono. 2008. Perlindungan Hukum. Ghalia Indonesia: Jakarta.

Hendri Raharjo. 2009. Hukum Perusahaan. Penerbit Pustaka Yustisia:
Yogyakarta.

Hermansyah. 2005. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Prenada Media
Group: Jakarta.

Hotman Sautama Ronny. 2005. Hubungan Bank Dengan Nasabah Produk,
Tabungan dan Deposito: Suatu Tinjauan Hukum Terhadap
Perlindungan Deposit di Indonesia, Penerbit Citra Aditya: Bandung.

145



Irwansyah dan Ahsan Yunus. 2020. Penelitian Hukum, Pilihan Metode &
Praktik Penelitian Artikel (Edisi Revisi). Mirra Buana Media:
Yogyakarta.

John M. Echols dan Hassan Shadily. 1979. Kamus Besar Inggris Indonesia.
Gramedia: Jakarta.

Jono. 2008. Hukum Kepailitan. Sinar Grafika: Jakarta.

Kartini Muljadi. 2005. Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam
Kepailitan: Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya:
Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah
Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004:
Jakarta 26-28 Januari 2004. Pusat Pengkajian Hukum: Jakarta.

M. Hadi Subhan. 2008. Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di
Peradilan. Kencana: Jakarta.

Mariam Darus badrulzaman. 1994. Aneka Hukum Bisnis. Alumni: Bandung.
Muhadi. 2003. Falsafah Hukum: Suatu Pengantar. Alumni: Bandung.

Mulhadi. 2018. Hukum Perusahaan. Bentuk-Bentuk Badan Usaha di
Indonesia. PT RajaGrafindo Persada: Depok.

Muhammad Djumhana. 2022. Hukum Perbankan di Indonesia. PT Citra
Aditya Bakti: Bandung.

Munir Fuady. 2014. Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek. PT Citra Aditya
Bakti: Bandung.

Muyassarotussolichah. 2005. Aspek Hukum Likuidasi Bank di Indonesia
Pra Lembaga Penjamon Simpanan. LinkSAS: Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana
Prenada Media Group: Jakarta.

Phillipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. PT.
Bina limu: Surabaya.

Rachmadi Usman. 2004. Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia.
Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

146



Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum
Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. PT. RajaGrafindo Persada:
Jakarta.

Sentosa Sembiring. 2012. Hukum Perbankan. CV. Mandar Maju: Bandung.

. 2004. Hukum Dagang. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Sidharta. 2006. Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka
Berpikir. PT. Refika Aditama: Bandung.

Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Ul Press: Jakarta.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan
Hukum. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Sutan Remy Sjahdeini. 2002. Hukum Kepailitan: Memahami Faillissements
verordingdening juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.
Pustaka Utama Grafiti: Jakarta.

Winardi. 1978. Aspek-Aspek Perbankan, Tarsito: Bandung.

Zainal Asikin. 2016. Pengantar Hukum Perusahaan. PrenadaMedia Group.
Depok.

Zainuddin Ali. 2014. Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-5. Sinar
Grafika: Jakarta.

Tesis dan Disertasi

Angga Mandala Putra. 2013. Perlindungan Hukum Bank Sebagai
Pemegang Hak Cipta dan Rahasia Dagang yang Terkait dengan
Software Produk Perbankan (Studi Pada Bank BRI Yogyakarta).
Tesis. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Maryana. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja dalam
Hukum Kepailitan. Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia. Yogyakarta.

Sugiarto. 2012. Kepailitan Bank Dalam Likuidasi (Studi Kasus Bank Global).
Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

147



Jurnal

Adriel Michael Tirayo dan Yoefanca Halim. 2019. “Problematik Definisi
Harta Pailit Untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan
Kepailitan dan PKPU”. Jurnal llmiah Penegakan Hukum. VVolume 6.
Nomor 2.

Alvita Novanilia dan Elza Syarief. 2021. “Quo Vadis Penyelesaian Perkara
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Pada Lembaga Keuangan Syariah”. Journal of Law and Policy
Transformation. Volume 6. Number 2.

Centia Sabrina Nuriskia dan Ahmad Yoga Novaliansyah. 2021. “The
Urgency of Regulations Revision Related to Filling Bankruptcy and
Postponing Debt Payment Obligations Amid the COVID-19
Pandemic”. Lex Scientia Law Review. Volume 5. Issue 2.

Dicky Moallavi Asnil. 2018. “Uncitral Model Law on Cross Border Insolvency
Sebagai Model Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Indonesia
dalam Integrasi Ekonomi ASEAN”. Undang: Jurnal Hukum. VVolume
1. Nomor 2.

Emad Mohammad Al-Amaren, Sultan Ibrahim Aletein dan Kukuh Tejomurti.
2022. “The Mock of the Insolvency Law by the Jordanian Courts:
Lessons Learnt from Indonesia”. Hasanuddin Law Review. VVolume
8. Issue 1.

Evi Sistiyarini dan Sudjarno Eko Supriyono. 2017. “The Application of Risk
Based Bank Rating on Bankruptcy Prediction of Bank in Indonesia”.
Jurnal Keuangan dan Perbankan. VVolume 21. Nomor 2.

Freddy Josep. 2014. “Perlukah Revisi Undang-Undang Kepailitan? (Suatu
Kajian Mengenai Imbas Kasus Manulife dan Prudential)’. Jurnal
Hukum dan Pembangunan. Volume 34. Nomor 1.

Gabrielia Febrianty Shofiana, Abd. Somad dan Rahadi Wasi Bintoro. 2019.
“Transformation of Banking Law in Indonesia”. Jurnal Dinamika
Hukum. Volume 12. Issue 2.

Herlina Kurniati, Kuryani Saputra dan Fristia Berdian Tamza. 2021.
“Analisis Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi Bank di Indonesia”.
Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam. Vol. 13. No. 2.

148



Loura Hardjaloka. 2015. “Kepailitan Lintas Batas Perspektif Hukum
Internasional dan Perbandingannya Dengan Instrumen Nasional di
Beberapa Negara”. Yuridika. Volume 30. Nomor 3.

M. Fauzi. 2009. “Kedudukan Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank”.
Jurnal Risalah Hukum. Volume 5. Nomor 1.

M. Konrad Borowicz. 2022. “Law and Macro Finance of Corporate Debt:
Managing the Business Cycle Through Bankruptcy”. INSOL
International and John Wiley & Sons, Ltd : International Insolvency
Review. Volume 31. Issue 3.

Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febriananingsih. 2020. “Mewujudkan
Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil
(UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja”.
Jurnal Rechts Vinding. Volume 9. Nomor 1.

Muhammad Syahri Ramadhan, et al. 2020. “Kepailitan Perseroan Terbatas
di Bidang Usaha E-Commerce”. Repertorium: Jurnal llmiah Hukum
Kenotariatan. Volume 9. Nomor 2.

Rachmadi Usman. 2016. “Kepailitan Terhadap Bank Berdasarkan Asas
Keseimbangan Sebagai Perwujudan Perlindungan Kepentingan
Nasabah Penyimpan.” Badamai Law Journal. Volume 1. Nomor. 1.

Ni Komang Nea Adiningsih dan Marwanto. 2019. “Tanggungjawab Organ
Perseroan Terbatas (PT) Dalam Hal Kepailitan®. Kertha Semaya.
Volume 7. Nomor 6.

Ramlan Ginting. 2001. “Kewenangan Tunggal Bank Indonesia dalam
Kepailitan Bank”. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan.
Vol. 2. No. 2.

Risal Devi Priawan. 2018. “Kedudukan Bank Sebagai Kreditor Separatis
dalam Permohonan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang”. Jurnal Amanna Gappa. Volume 26. No. 1.

Suwinto Johan. Amad Sudiro dan Ariawan Gunadi. 2022. “What Should
ASEAN Learn about Bankruptcy Law from ASEAN Partner
Countries, China and Japan?”. Hasanuddin Law Review. Volume
8. Issue 3.

149



Theresia Anita Christiani. 2021. “Legal Analysis of Bankruptcy In the
Perspective of Legal Purposes”. Jurnal Pembaharuan Hukum.
Volume 8. Number 1.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
Simpanan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

150



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 029 K/N/2006.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor
30/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tentang
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank
Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank
Perkreditan Rakyat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang
Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang
Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity
Coverage Ratio) Bagi Bank Umum.

151



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti
Minimum Bank Perkreditan Rakyat.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tentang
Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Wawancara dan Sosialisasi

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2023, Sosialisasi Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan

Wawancara dengan Andi Nurfiamina. Pengawas Junior Bagian
Pengawasan IKNB Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi,
Maluku, dan Papua.

Sumber Lainnya

Hukum Online. “Hanya Bl yang berhak Memailitkan Bank dalam Likuidasi”.
https://www.hukumonline.com/berita/a/hanya-bi-yang-berhak-
memailitkan-bank-dalam-likuidasi-hol178767page=1.

Hukumonline.com, “Menyoal Perma 4/2019 Sebagai Dasar Menolak Legal
Standing Permohonan Pailit”, diakses melalui
https://www.hukumonline.com/berita/a/legal-standing-permohonan
-pailit-1t61c3f9adb1632/?page=1.

Lembaga Penjamin Simpanan. “F.A.Q.”. https://Ips.go.id/f.a.q#:~:text=LPS
%20hanya%20akan%20menjamin%20pembayaran,berdasarkan
%20hasil%20likuidasi%20kekayaan%20bank.

Lembaga Penjamin Simpanan. “‘Bank yang Dilikuidasi”.
https://www.Ips.go.id/bank-yang-dilikuidasi

152


https://www.hukumonline.com/berita/a/hanya-bi-yang-berhak-memailitkan-bank-dalam-likuidasi-hol17876?page=1
https://www.hukumonline.com/berita/a/hanya-bi-yang-berhak-memailitkan-bank-dalam-likuidasi-hol17876?page=1

Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah
Agung RI 2013, “Interpretasi Tentang Makna “Utang Jatuh Tempo”
Dalam Perkara Kepailitan (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah
Agung 2009-2013)", diakses melalui
file:///Users/khardin/Downloads/2013_Buku_Interpretasi_Tentang_
Makna_Utang_Jatuh_Tempo_Dalam_Perkara_Kepailitan.pdf.

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2023, Sosialisasi Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan, Gowa, 11 September 2023

153



